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Penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak memilih anggota TNI dan Polri dalam pemilihan umum.
Anggota TNI dan POLRI dilarang memilih dalam pemilihan umum, sementara UUD 45 menjamin hak
untuk memilih dalam pemilihan umum bagi semua warga negara Indonesia (yang sudah berusia 18 tahun
atau lebih) dan dalam prinsip hak asasi manusia, hak memilih merupakan hak setiap individu sebagal warga
negara. Berdasarkan hal tersebut, timbul pertanyaan sebagai berikut: (a) Mengapaterjadi pelarangan hak
untuk memilih dan dipilih bagi anggota TNI dan Polri? (b) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap hak
memilih anggota TNI dan Polri dalam pemilihan umum?, (c) Bagaimana persepsi anggota TNI dan Polri
dalam menyikapi hak memilih mereka? (d) Bagaimana Hak memilih anggota TNI dan Polri dalam
perspektif hak asasi manusia?, dan (e) Apayang sepatutnya dilakukan oleh DPR dan pemerintah dalam
pemenuhan hak memilih bagi anggota TNI dan Polri pada pemilihan umum?

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan historis dan deskriptif,, dilakukukan dengan
penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Informan berasal dari anggota TNI, Polri dan masyarakat sipil,
sedangkan narasumber dipilih dari dari kalangan TNI dan Polri, peneliti, akademisi, anggota DPR, dan
praktisi hak asasi manusia. Janis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Dengan
menggunakan purposive sampling dan wawancara terfokus.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa: a) Pembatasan hak memilih bagi anggota TNI dan Polri dalam
pemilihan terjadi mulai pemilu ke-2, yaitu pemilu tahun 1971, pemilu 1977, pemilu 1982, pemilu 1987,
pemilu 1992, pemilu 1997 dan pemilu 1999, sebagai konsekuensi atas diangkatnya perwakilan TNI dan
Polri dalam legidatif; b) Persepsi masyarakat dan persepsi anggota TNI dan Polri terhadap hak memilih
anggota TNI dan Pohi beragam, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan berbagai argumen; c)
Dalam perspektif hak asasi manusia bahwa hak memilih anggota TNI dan Polri adalah hak asasi individu
TNI dan Polri sebagai warga negara yang harus diberikan. Pembatasan hak memilih bagi anggota TNI dan
Polri bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan UUD 45. Hasil penelitian menyarankan bahwa: @)
Perlu merevis undang-undang yang membatasi hak memilih bagi anggota TNI dan Polri dan menyiapkan
mekanismel peraturan pelaksananya; b) Perlu mempercepat proses reformasi TNI dan Polri; ¢) Perlu regulas
tegas untuk mencegah pemanfaatan hierarki komando yang mengarahkan orientasi politik anggota TNI.; dan
d) perlu diberikan pendidikan politik, demokrasi, hukum dan hak asasi menusiayang balk kepada anggota
TNI dan Polri.
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